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ABSTRAK
ELVIRA MELIANA DATUELA. E1118056. ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUNGAN PEMERINTAH DAERAH (studi pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten bolaang mongondow utara)

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan mengkunakan pengukuran Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian. Jenis penelitian yang di lakukan adalah berbentuk deskriftif kualitatif. Dan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2017-2020 yang di peroleh menggunakan Teknik dokumentasi. Metode pengukuran data menggunakan rumus rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. hasil analisis rasio efisiensi tahun 2017-2020 dapat disimpulkan, bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 4,30%-1,51% sehingga kinerja pemerintah berada pada kategori sangat efisien. hasil analisis rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2017-2020 nampak bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 9,5% sampai 114%. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dapat dikategorikan sangat baik.
KATA KUNCI: Rasio Efektifitas, Rasio efisiensi, Rasio Kemandirian



DAFTAR ISI 
	Halaman
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………………	i
HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………………….ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI……………………………………...iii
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………iv
ABSTRAK………………………………………………………………………………..vi
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………….vii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………x
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………………..xi
DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………………….…xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Identifikasi masalah	8
1.3.	Rumusan masalah	8
1.4.	Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.4.1	Maksud Penelitian	9
1.4.2	Tujuan Pennelitian	9
1.5.	Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
2.1.	Kajian Pustaka	11
2.1.1  Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.1.2   Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.1.3   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.1.4    Aspek Pengukuran Kinerja	17
2.1.5   Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	18
2.2.	Penelitian Terdahulu	25
2.3	Kerangka Pemikiran	29
BAB III	32
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1.	Objek Penelitian	32
3.2.	Metode Penelitian	32
3.2.1.	Jenis Penelitian	32
3.2.2.	Operasionalisasi Variabel	32
3.3.	Jenis Data dan Sumber Data	33
3.3.1.	Jenis Data	33
3.3.2.	Sumber Data	33
3.4.	Metode Pengumpulan Data	34
3.5.	Teknik Analisis Data	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1.	Deskripsi Penelitian	37
4.1.1.	Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	37
4.1.2.	Visi dan Misi	38
4.1.3.	Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	39
4.2.	Hasil Penelitian	40
4.3.	Pembahasan	48
4.3.1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	48
4.3.2.	Rasio Efisiensi	52
4.3.3.	Rasio Efektivitas	55
BAB V	57
KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1.	Kesimpulan	57
5.2.	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59


vi

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. suatu negara tentunya sangat memerlukan suatu sistem pemerintahan yang baik. Sistem yang baik di butuhkan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai layanan publik di berbagai daerah dan selaku perlengkapan untuk warga setempat buat berfungsi aktif dalam menetukan arah serta pengembangan taraf hidupnya sendiri cocok dengan kesempatan serta tantangan yang hendak dialami dengan menghubungkan kehidupan nasional. Ekonomi pembangunan di fokuskan pada kenaikan ekonomi nasional buat mewujudkan demokrasi ekonomi. Identitas demokrasi ekonomi diisyarati dengan perekonomian wilayah yang tumbuh secara bertepatan dan balance, didukung dengan adanya potensi dan peran serta daerah yang optimal. 


Dalam rangka penerapan otonomi wilayah serta desentralisasi fiskal, pemerintah wilayah dituntut untuk mempunyai kemandirian keuangan wilayah yang lebih besar. Dengan tingkatan kemandirian keuangan yang lebih besar berarti wilayah tidak lagi bergantung pada dorongan dari pemerintah pusat serta provinsi lewat dana perimbangan. Tetapi tidak berarti bila kemandirian keuangan wilayah besar, hingga wilayah telah tidak butuh lagi memperoleh dana 
2

perimbangan. Dana perimbangan masih senantiasa dibutuhkan buat memesatkan pembangunan di wilayah, hingga wilayah telah tidak butuh lagi memperoleh dana perimbangan. Dana perimbangan masih senantiasa dibutuhkan buat memesatkan pembangunan di wilayah.  
Halim( 2007: 167) menarangkan kalau karakteristik utama sesuatu wilayah yang sanggup melakukan otonomi, ialah(1) keahlian keuangan wilayah, maksudnya wilayah wajib mempunyai kewenangan serta keahlian buat menggali sumber- sumber keuangan, mengelola serta memakai keuangan sendiri yang lumayan mencukupi buat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, serta( 2) ketergantungan kepada dorongan pusat wajib seminimal bisa jadi, supaya Pemasukan Asli Wilayah( PAD) bisa jadi bagian sumber keuangan terbanyak sehingga peranan pemerintah wilayah jadi lebih besar. Tetapi pada realitasnya, telah 2 belas tahun semenjak otonomi wilayah diberlakukan, dikala ini keahlian keuangan sebagian pemerintah wilayah masih sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.
Prinsip otonomi yang nyata serta bertanggung jawab ialah pilar dari sistem otonomi di Indonesia. Prinsip otonomi yang nyata merupakan sesuatu prinsip kalau buat menanggulangi urusan pemerintahan dilaksanakan bersumber pada tugas, wewenang, serta kewajiban senyatanya sudah terdapat serta berpotensi buat berkembang hidup serta tumbuh cocok dengan kemampuan serta kekhasan wilayah. Dengan demikian isi serta tipe otonomi untuk tiap wilayah tidak senantiasa sama dengan wilayah yang lain. Konsekuensi dari penerapan otonomi wilayah, Pemerintah Wilayah dituntut melaksanakan tugasnya dengan baik serta transparan. Otonomi wilayah ialah pemberdayaan wilayah dalam pengambilan keputusan wilayah secara lebih baik, bebas buat mengelola sumber energi yang dipunyai cocok dengan kepentingan, prioritas serta kemampuan wilayah itu sendiri. Terdapatnya otonomi wilayah tersebut pemerintah diberi keleluasaan buat mengelola sumber energi yang dipunyai cocok dengan kepentingan, prioritas serta kemampuan wilayah itu sendiri sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. 
Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih ialah tuntutan yang wajib dipadati oleh pemerintah, dimana buat mewujudkannya membutuhkan media tertentu. Salah satu perlengkapan buat memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah wilayah yang kompetitif ialah laporan keuangan pemerintah wilayah tersebut digunakan buat menyamakan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, memperhitungkan keadaan serta hasil operasional, menolong memastikan tingkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terpaut dengan permasalahan keuangan serta syarat yang lain dan menolong mengevaluasi tingkatan efektif serta daya guna.
Pengukuran kinerja buat kepentingan publik bisa dijadikan penilaian serta memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja serta penerapannya. Tidak hanya itu bisa pula digunakan selaku tolak ukur buat kenaikan kinerja pemerintah wilayah di periode selanjutnya. Pengukuran kinerja bisa memakai analisis rasio keuangan wilayah pada laporan perhitungan anggaran pemasukan serta belanja wilayah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan wilayah, rasio daya guna serta efisiensi pemasukan asli wilayah, rasio kegiatan, debt service coverage ratio serta rasio perkembangan (Halim,2007:150). Jadi analisis kinerja keuangan ini sangat berarti sebab bisa dijadikan pedoman buat revisi kinerja pada waktu yang hendak tiba. menampilkan arah pencapaian sasaran kinerja yang sudah diresmikan memonitor serta mengevaluasi kinerja,menolong menungkapkan serta membongkar permasalahan yang terdapat. Terselenggaranya Good Governance ialah salah satu persyaratan untuk pemerintah dalam menggapai tujuan dan cita- cita berbangsa serta bernegara.
Pengelolaan keuangan wilayah tidak cuma membutuhkan sumber energi manusia yang profesional namun pula butuh terdapatnya sokongan dari keahlian keuangan yang mencukupi. Keahlian pemerintah wilayah dalam menggali keahlian keuangan wilayah bisa dilihat dari kinerja keuangan wilayah yang diukur memakai analisis rasio keuangan wilayah.
Perwujudan dari transparasi serta akuntabilitas keuangan negeri diwujudkan lewat penataan laporan keuangan. Tujuan pelaporan pemerintah wilayah buat menyajikan data yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan pertanggungjawaban pemerintah wilayah selaku pihak yang bertugas dalam mengelola sumber energi yang dipercayakan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan warga harus mengantarkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya buat dinilai apakah sukses melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun tidak
Parker(1996) dalam Suradjito(2000) Mengatakan ada 5 khasiat dengan terdapatnya pengukuran kinerja ialah:( 1) pengukuran kinerja sanggup tingkatkan kualitas pengambilan keputusan;( 2) pengukuran kinerja sanggup tingkatkan akuntabilitas internal;( 3) pengukuran kinerja tingkatkan akuntabilitas public;( 4) pengukuran kinerja menunjang perencanaan strategi serta penetapan tujuan;( 5) pengukuran kinerja membolehkan sesuatu entitas buat memastikan pemakaian sumber energi secara efektif
Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya maka semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efesien dan efektif. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensil. Pengembangan potensi wilefayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral di Provinsi Sulawesi Utara.
Pada hakikatnya keuangan daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan aset milik masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negara No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Wilayah. Dengan syarat ini, diharapkan supaya pengelolaan keuangan wilayah ataupun APBD bisa menggapai tujuan yang diresmikan serta bisa penuhi kebutuhan pihak- pihak terpaut dalam pengambilan keputusan. Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017- 2020 ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020 
	Keterangan
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020

	PENDAPATAN
	12.343.658.356,80
	11.430.627.124,94
	15.035.563.950,71
	12.797.558.993,50

	1. PendapatanPajak Daerah
	 4.716.365.005,00
	 4.492.953.023,00
	 5.107.187.220,46
	4.178.550.717,00


	2. PendapatanHasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan
	 565.464.506,00


	 886.839.194,00

	 1.055.651.225,00

	596,478,408,00

	3. Lain-lain Pendapatan yang sah
	 7.061.828.845,80
	 6.050.834.907,94

	 8.872.725.505,25

	8.619.008.276,5


	BELANJA
	14.380.873.737,00
	12.058.081.225,00
	12.859.395.115,00
	13.552.742.219,00

	1. Belanja Operasi
	14.012.129.737,00
	11.326.631.250,00
	5.884.368.114,00
	12.545.495.519,00

	2. Belanja Barang dan Jasa
	 7.510.592.720,00
	 4.547.803.259,00
	6.975.027.001,00

	5.240.047.848,00

	3. Belanja Modal
	 368.744.000,00
	 731.449.975,00
	1.007.046.000,0
	1.007.246.700,00



Sumber: BPKAD 2017-2019
Berdasar pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020 secara umum berfluktuasi, meskipun juga terjadi peningkatan pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp 15.035.563.950,71. Pendapatan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara didominasi oleh pemasukan yang bersumber dari Lain- lain Pemasukan yang legal, sebaliknya Pemasukan Asli Wilayah( PAD) relatif masih sangat kecil terhadap segala total pemasukan. Berikutnya ditinjau dari aspek belanja wilayah yang terdiri atas belanja pembedahan serta belanja modal, belanja pembedahan mempunyai jatah pengeluaran yang lebih besar bila dibandingkan dengan belanja modal.
Penelitian ini pernah di lakukan oleh peneliti sebelumnya, Intan marlia (2019) temuan risetnya menunjukan bahwa, rasio kemandirian dirata-rata kemampuan keuangan pemerintah daerah provinsi lampung sangat tingi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif, rasio efektifitas pemerintah daerah provinsi lampung cukup efektif, rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi lampung masih kurang efisien, rasio belanja pembangunan kabupateen lampung 55,7% yang berarti bahwa pelayanan public yang dilakukan pemerintah provinsi lampung.
Hony adhiantoko (2013) temuan risetnya menunjukan bahwa, rasio derjat Desentralisasi fiskal bisa dikatakan sangat kurang. sebab, rata- ratanya sebesar 6,57%, rasio kemandirian keuangan wilayah pola ikatan ini masih terkategori dalam pola jalinan instruktif besarnya rasio ini sebesar 7,17% rasio efektifitas PAD efektifitas kinerja keuangan kabupaten blora sudah efisien.Muhammad zuhri ahmad soleh (2018), temuan risetnya menunjukan bahwa rasio efektifitas PAD kabupaten kaur berjalan kurang efektif. Rasio aktifitas dari sisi rasio belanja operasi tergolong baik. 
Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti mereflikasi beberapa penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh intan marlia(2019) hony adhiantoko (2013) Muhammad zuhri ahmad soleh (2018). Peneliti melakukan peneltian pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan analisi rasio keuangan yang di gunakan Rasio kemandirian rasio efisiensi rasio efektifitas.
	Berdasarkan uraian di atas maka penulis  tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah”
1.2. Identifikasi masalah 
Berdasrkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Pendapatan daerah belum sesuai dengan target yang direncanakan 
2.  Potensi-potensi daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah belum 
     dikelola dengan baik 
3.  Retribusi daerah yang tidak lancar mengakibatkan pendapatan berkurang 
4. Kinerja keuangan pemerintah daerah belum optimal
1.3. Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditinjau dari Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2017-2020?
2. Bagaimana Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditinjau dari Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2017-2020?
3. Bagaimana Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditinjau dari Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2017-2020?
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian
1.4.1 Maksud Penelitian
Adapun maksud dilaksanakan penelitian adalah untuk memperoleh data dan menganalisis Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2017-2020.
1.4.2 Tujuan Pennelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditinjau dari Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2017-2020?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditinjau dari Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2017-2020?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditinjau dari Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2017-2020?

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat Dari Penelitian Ini,Antara Lain:
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana ilmu pengetahuan khususnya Akuntansi Keuangan Daerah
2. Manfaat Praktis 
Hasil riset ini diharapkan bisa membagikan rujukan maupun sumbangan pemikiran pemerintah wilayah dalam mengukur kinerja keuangan guna tingkatkan efisiensi serta daya guna buat tingkatkan Pemasukan Asli Wilayah pada pertumbuhan era yang terus menjadi kompetitif.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan tambahan pengetahuan juga sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Kajian Pustaka
[bookmark: _Toc105176083]   2.1.1  Keuangan Pemerintah Daerah
Lahirnya Undang- Undang( UU) Nomor. 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Wilayah(Pemda) serta UU Nomor. 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Wilayah, jadi titik dini dimulainya otonomi wilayah. Otonomi wilayah (otoda) merupakan kewenangan wilayah otonom buat mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat bagi prakarsa sendiri bersumber pada aspirasi warga cocok peraturan perundang- undangan. Sebaliknya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta wilayah ialah pemerataan antardaerah secara sepadan, demokratis, adil, serta transparan dengan mencermati kemampuan, keadaan, serta kebutuhan wilayah sejalan dengan kewajiban serta pembagian kewenangan tersebut, tercantum pengelolaan serta pengawasan keuangannya.


Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
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2.1.2   Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakasaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan startegis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat capai oleh oragnisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2015)
	Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010)
Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan public kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.
Tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah wilayah Pengukuran kinerja keuangan pemerintah wilayah dicoba buat penuhi 3 tujuan yakni( Mardiasmo, 2002: 121):
1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber tenaga dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah wilayah digunakan selaku tolak ukur dalam( Abdul Halim 2007: 230):
1. Memperhitungkan kemandirian keuangan wilayah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi wilayah.
2.  Mengukur energi guna efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur selama mana aktivitas permerintah daerah dalam membelanjakan pemasukan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing- masing sumber pendapatan dalam pemasukan wilayah.
5. Memandang pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan serta pengeluaran yang dicoba selama periode waktu tertentu.
2.1.3   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negara No 64 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Wilayah. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Secara khusus, tujuan laporan keuangan pemerintah merupakan buat menyajikan data yang bermanfaat buat pengambilan keputusan serta buat menampilkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber energi yang dipercayakan kepadanya, dengan: 
1. Sediakan data menimpa posisi sumber energi ekonomi, kewajiban, serta ekuitas pemerintah
2. Sediakan data  pergantian posisi sumber energi ekonomi, kewajiban, serta ekuitas pemerintah
3. Sediakan data menimpa sumber, alokasi, serta pemakaian sumber energi ekonomi
4. Sediakan data menimpa ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Sediakan data menimpa metode entitas pelaporan mendanai aktivitasnya serta penuhi kebutuhan kasnya; 
6. Sediakan data menimpa kemampuan pemerintah buat membiayai penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan 
7. Sediakan data yang bermanfaat buat mengevaluasi keahlian entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya
 Laporan keuangan buat tujuan universal pula memiliki peranan prediktif serta prospektif, sediakan data yang bermanfaat buat memprediksi besarnya sumber energi yang diperlukan buat pembedahan yang berkepanjangan, sumber daya yang dihasilkan dari pembedahan yang berkepanjangan, dan resiko serta ketidakpastian yang terpaut.
Komponen- komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen jadi sebagai berikut. a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Pergantian Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Pergantian Ekuitas; dan gr) Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen- komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh masing- masing entitas pelaporan, kecuali: a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai guna perbendaharaan umum; b) Laporan Pergantian Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya 
Unit yang memiliki guna perbendaharaan universal merupakan unit yang diresmikan selaku bendahara universal wilayah serta/ ataupun selaku kuasa bendahara universal wilayah. Laporan keuangan sediakan data menimpa apakah sumber energi ekonomi sudah didapatkan serta digunakan cocok dengan anggaran yang sudah diresmikan. Laporan Realisasi Anggaran muat anggaran serta realisasi. Entitas pelaporan pemerintah wilayah pula menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun tadinya, pemakaian Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran( SiLPA/ SiKPA) tahun berjalan, serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan keuangan membagikan data tentang sumber energi ekonomi serta kewajiban entitas pelaporan bertepatan pada arus sumber energi ekonomi sepanjang periode berjalan. Data ini dibutuhkan pengguna buat melaksanakan evaluasi terhadap keahlian entitas pelaporan dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan di masa mendatang.
Entitas pelaporan ini menyajikan data buat menolong pengguna dalam memperkirakan hasil pembedahan entitas serta pengelolaan peninggalan, semacam halnya dalam pembuatan serta penilaian keputusan menimpa alokasi sumber energi ekonomi. Entitas yang memiliki guna perbendaharaan universal menyajikan data menimpa sumber, pemakaian, pergantian kas serta setara kas sepanjang sesuatu periode akuntansi serta saldo kas serta setara kas pada bertepatan pada pelaporan.
2.1.4    Aspek Pengukuran Kinerja
Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja lembaga Pemerintah oleh lembaga Administrasi Negara (LAN, 2004:42) Jakarta hingga pengukuran kinerja sangat terpaut dengan aspek-aspek yang dipaparkan sebagai berikut:
1. Aspek Finansial, terdiri dari belanja teratur serta belanja pembangunan dari tiap lembaga pemerintah
2. Aspek kepuasan pelanggan (customers) ialah bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan warga atas pelayanan yang bermutu dengan membagikan pelayanan yang prima secara terus menerus
3. Aspek pembedahan bisnis internal, diarahkan buat data bisnis internal guna memastikan 
Terdapat beberapa kriteria yang bisa dijadikan tolak ukur  untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986: 99)
1. Keahlian structural organisasinya. Sturktur organisasi pemerintah daerah wajin sanggup menampung seluruh kegiatan serta tugas tugas yang menjadi beban serta tanggung jawabnya. Jumlah unit-unit beserta macamnya lumayan mencerminkan kebutuhan pembagian tugas serta tanggung jawab yang lumayan jelas.
2. Keahlian aparatun pemerintah daerah. Aparat pemerintah daerah wajib saanggup melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan serta mengurus rumah tangga daerahnya. Kemampuan, moral, disiplin serta kejujuran mendukung tercapainya tujuan yang di inginkan oleh daerah.
3. Keahlian mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.
4. Keahlian Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2.1.5   Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut riset yang dilakukan Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah merupakan tingkatan pencapaian dari sesuatu hasil kerja di bidang keuangan wilayah yang meliputi penerimaan serta belanja wilayah serta memakai indicator keuangan yang diresmikan lewat sesuatu kebijakan ataupun syarat perundang- undangan sepanjang satu periode anggaran. Wujud kinerja tersebut berbentuk rasio keuangan yang tercipta dari aspek laporan pertanggungjawaban kepala wilayah berbentuk perhitungan APBD (Agustina, 2013).
Permendagri Nomor. 13 tahun 2006 mengatakan bila“ kinerja yakni keluaran/ hasil dari aktivitas/ program yang hendak ataupun sudah dicapai sehubungan dengan mengkonsumsi anggaran dengan kuantitas serta mutu yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah wilayah yakni tingkatan pencapaian dari sesuatu hasil kerja dibidang keuangan wilayah yang meliputi penerimaan serta belanja wilayah dengan menggunakan penanda keuangan yang diresmikan lewat sesuatu kebijakan ataupun syarat perundang- undangan sepanjang satu periode anggaran. Wujud dari pengukuran kinerja tersebut ialah rasio keuangan yang tercipta dari aspek laporan pertanggungjawaban kepada kepala wilayah berbentuk perhitungan APBD. Kinerja keuangan yakni sesuatu dimensi kinerja yang menggunakan penanda keuangan. Sebab menggunakan penanda keuangan, hingga perlengkapan analisis yang sesuai buat mengukur kinerja keuangan yakni analisis keuangan( Hidayat serta Ghozali, 2013).
Analisis kinerja keuangan dicoba pada dasarnya buat memperhitungkan kinerja di masa sehabis itu dengan melaksanakan analisis- analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili kenyataan entitas serta potensi- keahlian kinerja yang hendak bersinambung. Buat Halim( 2007)“ analisis kinerja keuangan yakni usaha mengenali fakta diri keuangan bersumber pada laporan keuangan yang ada”. Salah satu perlengkapan yang digunakan buat memperhitungkan kinerja pemerintah wilayah dalam pengelolaan keuangan wilayah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD yakni analisis rasio keuangan. Dalam organisasi pemerintah buat mengukur kinerja keuangan terdapat sebagian dimensi kinerja, ialah rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan wilayah, rasio kemandirian wilayah, rasio tenaga guna serta efisiensi, derajat donasi BUMD, debt service coverage ratio, rasio utang terhadap pemasukan wilayah, rasio tingkatan pembiayaan SiLPA. Pada riset ini rasio yang digunakan yakni derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan wilayah, donasi BUMD, serta tingkatan pembiayaan SiLPA.
Bagi Erlina( 2008), Pengukuran kinerja dimaksud selaku sesuatu sistem keuangan ataupun non keuangan dari sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan ataupun hasil yang dicapai dari sesuatu kegiatan. sesuatu proses, ataupun sesuatu organisasi. Sebaliknya kinerja keuangan pemerintah wilayah yakni tingkatan capaian dari sesuatu hasil kerja di bidang keuangan wilayah yang meliputi anggaran serta realisasi PAD dengan menggunakan penanda keuangan yang diresmikan lewat sesuatu kebijakan ataupun syarat perundang- undangan sepanjang periode berjalan.
Bagi Abdul dan Muhammad( 2012), pemerintah wilayah selaku pihak yang diserahi tugas melaksanakan roda pemerintahan,serta pelayanan warga harus mengantarkan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya buat dinilai apakah pemerintah wilayah sukses melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun tidak. Salah satu peralatan buat menganalisis kinerja pemerintah wilayah dalam mengelola keuangan daerahnya ialah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang sudah diresmikan. Kebalikannya untuk Halim (2007), mengemukakan sebagian rasio yang bisa dibesarkan bersumber pada informasi keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: 
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tingkatan kemandirian keuangan wilayah di tunjukan dari besar kecilnya pemasukan asli wilayah di banding dengan pemasukan yang berasal dari sumber yang lain. semacam, dorongan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Bagi Suyana Utama( 2008), rasio keuangan pemerintah wilayah membuktikan keahlian pemerintah wilayah dalam membiayai aktivitas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap warga.
Kemandirian keuangan wilayah maupun yang biasa diketahui dengan kemandirian fiskal ialah salah satu aspek yang sangat berarti dari terdapatnya penerapan kebijakan otonomi wikayah. Mardiasmo (2009) memberi tahu jika, ada sebagian manfaat yang didapatkan apabila sesuatu wilayah telah sanggup maupun mandiri dalam Mengenai keuangan, antara lain ialah; 1) sanggup buat menekan kenaikan partisipasi prakarsa serta kreativitas warga dalam pembangunan, dan hendak menekan pemerataan hasil- hasil pembangunan di segala wilayah dengan memakai sumber daya dan kemampuan-kemampuan yang terdapat di wilayah. 2) sanggup buat membetulkan alokasi sumber tenaga produktif lewat perpindahan pengambilan keputusan publik ke tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, serta mempunyai data yang lebih lengkap.
Menurut Mahsun (2016) bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah.
Rasio Kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.
Rasio Kemandirian 
Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Transfer
=
X
100%



Adapun standar untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tertera pada Tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Kriteria Rasio Kemandirian 
	Kemampuan Keuangan
	Rasio Kemandirian
	Pola
Hubungan

	Rendah Sekali
	0-25
	Instruktif

	Rendah
	> 25-50
	Konsulatif

	Sedang
	>50-75
	Partisipatif

	Tinggi
	>75-100
	Delegatif


Sumber : Mahsun (2016)
b. Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Rasio perbandingan dapat di kategorikan efisien apabila rasio yang di capai kurang dar 1 (satu) atau di bawah 100% semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim,2007)
Pengukuran tingkatan efisiensi ini buat mengenali seberapa besar efisiensi dari penerapan suatu efektifitas dengan mengukur input yang digunakan dan menyamakan dengan output yang dihasilkan yang membutuhkan informasi- informasi realisasi belanja serta realisasi pemasukan (Mahmudi, 2011).
Rasio efisiensi ialah tingkatan pencapaian penerapan sesuatu aktivitas ataupun prestasi yang dicapai oleh pemerintah wilayah yang diukur dengan menyamakan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang sudah diresmikan, dalam satuan persen. Terus menjadi kecil rasio ini, hingga terus menjadi efektif, begitu pula kebalikannya. Pada zona pelayanan warga merupakan sesuatu aktivitas yang dicoba dengan baik serta pengorbanan seminimal bisa jadi. Sesuatu aktivitas dikatakan sudah dikerjakan secara efektif bila penerapan pekerjaan tersebut sudah menggapai hasil( output) dengan bayaran( input) yang terendah ataupun dengan bayaran minimun diperoleh hasil yang di idamkan( Mahsun, 2016). 
Bagi mulyadi (2007) berkata kalau:“ efisiensi merupakan ketepatan metode (usaha,kerja) dalam melaksanakan suatu dengan tidak membuang- buang waktu, tenaga serta bayaran. Efisiensi pula berarti rasio input serta output bayaran serta keuntungan.Rasio Efisiensi 
Biaya Pemungutan PAD 
Realisasi Penerimaan
=
X
100%


Bisa disimpulkan kalau efisiensi yakni sesuatu wujud usaha yang dicoba dalam melaksanakan suatu dengan baik serta pas dan meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga serta bayaran. Ada pula standar buat menetapkan Efisiensi Keuangan Wilayah bisa dikategorikan semacam tertera pada Tabel 2.2 selaku berikut:
Tabel 2.2 
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
	Kriteria
	Rasio Efisiensi

	Tidak Efisien
	> 100%

	Kurang Efisien
	90%-100%

	Cukup Efisien
	80%-90%

	Efisien
	60%-80%

	Sangat Efisien
	<60%


	 	 Sumber : Mahsun (2016)
a. Rasio Efektivitas
Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu pembedahan pada sektor publik sehingga suatu aktivitas dikatakan efektif jika aktivitas tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan warga yang ialah sasaran yang telah ditetapkan tadinya. Rasio efektifitas ialah tingkatan pencapaian pelaksanaan sesuatu aktivitas ataupun prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan menyamakan realisasi pemasukan dengan anggaran pemasukan, dalam satuan persen Suyana Utama,( 2008).
Rasio efektifitas yang dipaparkan oleh Halim( 2007), mejelaskan keahlian pemerintah wilayah dalam merealisasikan Pemasukan Asli Wilayah yang direncanakan dibanding dengan sasaran yang diresmikan bersumber pada kemampuan riil wilayah. Keahlian wilayah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimun 100%. Tetapi, terus menjadi besar rasio daya guna menggambarkan keahlian wilayah terus menjadi baik.
Rasio Efektvitas 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
=
X
100%



Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti yang ada pada Tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Kriteria
	Rasio Efektifitas

	Sangat Efektif
	> 100%

	Efektif
	90%-100%

	Cukup Efektif
	80%-90%

	Kurang Efektif
	60%-80%

	Tidak Efektif
	<60%


                     Sumber: Mahsun (2016)
2.2. Penelitian Terdahulu
beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:
1. Intan Marlia (2019), Analisi kinerja keuangan pemerintah daerah lampung tahun 2013-2017 dalam prespektif ekonomi islam, Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan populasi pemerintahan provinsi Lampung tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Pusposive Sampling. Temuan risetnya menunjukan bahwa, Rasio kemandirian dirata-rata kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung sangat tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif, Rasio efektivitas pemerintah daerah Propinsi Lampung cukup efektif, rasio efisiensi Kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Lampung masih kurang efisien, Rasio belanja pembangunan Kabupaten di Lampung 55,7% yang berarti bahwa pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah provinsi Lampung
2. Hony adhiantoko(2013) Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten blora (studi kasus pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora tahun 2007-2011), Metode analisis informasi yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus:  rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Energi guna PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian, temuan risetnya meyakinkan jika, Rasio Derajat Desentralisasi /Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata- ratanya sebesar 6, 57%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih terkategori dalam pola jalinan instruktif karena rata- rata besarnya rasio ini sebesar 7, 17%, Rasio Energi guna PAD energi guna kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata- rata energi manfaatnya di atas 100% yakni 108, 71%, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata- rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99, 61%, Rasio Keserasian diketahui jika rata- rata belanja operasi daerah masih sangat besar yakni 84, 55% dibandingkan dengan rata- rata belanja modal sebesar 12, 99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang mendengarkan pembangunan daerah.
3. Muhammad zuhri ahmad soleh (2019) Analisis kinerja keuangan pemerintah wilayah kabupaten kaur, Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan merupakan dokumentasi. Sebaliknya tata cara analisis memakai tata cara kuantitatif dengan memakai rasio keuangan. Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kabupaten Kaur tahun 2001- 2014 bila dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Wilayah terkategori rendah sekali (rata- rata 2, 44% per tahun). temuan risetnya menunjukan bahwa, Rasio Daya guna PAD dikenal kalau daya guna PAD Kabupaten Kaur tahun 2011, 2013 serta 2014 berjalan Kurang Efisien yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%- 89%, tetapi pada tahun 2012 berjalan sangat efisien dengan nilai rasio menggapai 107, 3%, Rasio Kegiatan dari sisi Rasio Belanja Pembedahan terkategori baik ialah dengan nilai rasio antara 50%- 100% ataupun dengan nilai rata- rata 76, 7% per tahun, Rasio Belanja Modal terkategori tidak baik sebab mempunyai nilai rasio kurang dari 50% ataupun dengan nilai rata- rata pertahun sebesar 23, 2% per tahun), Perkembangan Pemasukan Asli Wilayah( PAD) Kabupaten Kaur hadapi kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi perkembangan tersebut terkategori perkembangan lagi dengan nilai rata- rata pertahun sebesar 45, 22% per tahun
Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat saya simpulkan metode yang digunakan hampir sama semua, mulai dari dokumentasi, kemudian wawancara hingga mencari data pendukung lainnya untuk mendapatkan gambaran terkait kinerja Pemerintah Daerah yang diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda serta tahun anggaran yang menjadi unit analisis.















2.3 [bookmark: _Toc105176089]  Kerangka Pemikiran
Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kita dapat mengukurnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur, diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut:
	Input Analisis

Proses Analisis

MetodeAnalisisKualitatif:
Mengukur bagaimana perkembangan kinerja keuangan kabupaten bolaang mongondow utara di tinjau dari rasio kemandirian,rasio efisiensi,rasio efektifitas pada tahun anggaran 2017-2020
Output Analisis :
Kesimpulandan Saran

Outcome Analisisis: Rekomendasi

Pengumpulan Data:
1.Ovservasi
2.Wawancara 
3. Dokumentasi 
2……..?
3……..?



HasildanTemuan



Rujukan teori: 
1. Teori akuntabilitas 
2. Teori Pengambilan keputasan 




Judul :

Pengukuran  kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten bolaang mongondow utara)






AsumsiPermasalahan:
Belanja operasi memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi dibanding dengan belanja modal






2

Fenomena:
Berdasarkan realisasi anggaran kabupaten bolaang mongondow utara tahun 2017-2020 berflluktuasi, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2019
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BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian
	Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi objek penelitian ini adalah kinerja keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 
3.2. [bookmark: _Toc105176093] Metode Penelitian
3.2.1. Jenis Penelitian 
	Tata cara riset yang digunakan dalam riset ini merupakan deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Posisi yang jadi tempat dalam menggali data dalam riset ini ialah Tubuh Pengelolaan Keuangan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sugiyono (2004:11) mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang digunakan, serta dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti.
3.2.2. Operasionalisasi Variabel
Variable merupakan abstraksi dari segala peristiwa atau masalah yang memerlukan penyelidikan (Ulber Silalahi,2009:191) 

Yang menjadi operasional variabel pada penelitian ini adalah “analisis perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah” menggunakan tiga pengukuran rasio yang meliputi sebagai berikut: 
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1. Kemandirian, yaitu suatu hal yang dapat berdiri sendiri atau tidak berketergantungan pada siapapun. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen.
2. Efisiensi, yaitu pengunaan sumber daya seperti biaya, waktu dan usaha atau tenaga untuk mencapai tujuan melakukan kegiatan. Rasio efisiensi dihitung dengan membagi biaya pemungutan PAD dengan realisasi penerimaan.
3. Efektifitas, yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga di katakana ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Rasio efektifitas dihitung dengan membagi realisasi pendapatan PAD dengan anggaran PAD. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. 
Setelah mengetahui data apa saja yang diperlukan dalam penelitian ini,sehingga dapat di rumuskan pada table berikut ini:
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
	Variabel
	Dimensi
	Pengukuran
	Skala

	
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah

	Kemandirian
	Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Transfer
X
100%

	Rasio

	
	Efisiensi
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
X
100%
Biaya Pemungutan PAD
Realisasi Penerimaan
X
100%

	Rasio

	
	Efektivitas
	
	Rasio
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Sumber: Mahsun (2016)



3.3. [bookmark: _Toc105176096] Jenis Data dan Sumber Data
3.3.1. Jenis Data
	Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Data kualitatif, yaitu data yang mencangkup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika statistika.
3.3.2. Sumber Data
	Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:
1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat berwenang.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini.
3.4. Metode Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data yang telah selesai sebelumnya. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data misalnya dengan interview (wawancara) observasi, kuisioner, observasi, dan gabungan ketiganya.
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:
1. Observasi (pengamatan).
Dalam penelitian ini peneliti akan memaksimalkan observasi melalui pengamatan serta pemahaman terhadap obyek yang akan diteliti sehubungan dengan hal ini, untuk mempermudah ingatan peneliti, maka akan digunakan beberapa alat bantu berupa catatan kecil serta alat bantu 
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan narasumber (Moleong,2005). Wawancara dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan.
2. Dokumentasi.
Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Dimana sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini berupa foto yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020
3.5. Teknik Analisis Data
34
Teknik analisis data adalah suatu proses mencari makna dari sekumpulan data sehingga dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian. Dan dalam 


penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
Metode deskriptif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode deskriptif menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara meneliti dan membahas data yang telah dikumpulkan berupa laporan keuangan, lalu dihitung besarnya nilai rasio kemudian diinterpretasikan guna mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.
Beberapa rasio yang digunakan dalam menganalisis Laporan Realisasi Anggaran untuk mendapatkan gambaran terkait Kinerja Keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diantara :
1. Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian 
Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Transfer
=
X
100%


2. Rasio Efisiensi :Rasio Efisiensi 
Biaya Pemungutan PAD Pengeluaran 
Realisasi Penerimaan
=
X
100%




3. Rasio Efektivitas
Rasio Efektvitas 
Realisasi Pendapatan Asli  Daerah
Target Penerimaan PAD
=
X
100%

 


35



35
Setelah dilakukan perhitungan terhadap masing – masing rasio, kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria standar umum dari masing – masing nilai rasio, untuk mendapatkan gambaran terkait kinerja keuangan secara keseluruhan.


BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sering disingkat Bolmong Utara (Bolmut) adalah daerah otonom hasil pemekaran dari kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan penetapannya sebagai daerah otonom dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam sidang Paripurna tanggal 8 Desember 2006. Kemudian UU pembentukannya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 2 Januari 2007 yang untuk kabupaten Bolmong Utara ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu daerah induk yang melahirkan 2 daerah otonom (Kabupaten dan Kota) merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Sulawesi Utara.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ibukotanya adalah Boroko adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Adapun Bupati yang menjabat sekarang adalah Bapak Drs. H. Depri Pontoh dan Wakil Bolmut adalah Bapak Drs. Amin Lasena, M.A.P. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 106 desa dan 1 kelurahan, dengan luas wilayah 1.852,86 km² dan total populasi 77.002 Jiwa serta kepadatan 39 jiwa/km².


4.1.2. 
2

4.1.3. Visi dan Misi
	Adapun yang menjadi Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah : Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya, Dan Berdaya Saing” 
Sedangkan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  adalah: 
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and Clean Government);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;
4. Memantapkan pemetaan pembangunan infrasturktur wilayah yang handal
Arah Kebijakan IDEAL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mecakup: 
1. Seluruh anak usia sekolah (wajib belajar 9 tahun) mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau; 
2. Seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah dan murah. 
3. Menjadikan seluruh potensi daerah sebagai lokomitif pertumbuhan ekonomi.
4. Seluruh tatanan pemerintahan (aparatur) berperan aktif dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 
5. Seluruh wilayahay terjangkau akses infrasturktur dasar yang handal 
6. Seluruh Tatanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan Melestarikan budaya lokal sebagai kepribadian masyarakat Bolaang Mongondow Utara dalam menunjang pengembangan industry pariwisata.
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4.1.3. 


4.1.4. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
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4.2. 


4.3. Hasil Penelitian
Analisis Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam bidang keuangan dalam kurun waktu 2017-2020. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
Data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah (BPKAD). Dari hasil oalahan data nantinya dapat memberikan gambarana informasi mengenai Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama kurun 4 Tahun. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :
1. Rasio Kemandirian 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :Rasio Kemandirian 
Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Transfer
=
X
100%
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Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai 


sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : 
[image: ]
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Ringkasan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020
	Tahun Anggaran
	Pendapatan Asli Daerah 
(Rp)
	Bantuan Pemerintah/Provinsi dan Pinjaman (Rp)
	RKKD 
(%)
	Pola 
Hubungan

	2017
	26,321,609,551.80 
	653,612,188,941.00 
	 4.0%
	Instruktif

	2018
	16,425,467,982.94 
	667,364,153,320.00 
	2,5%
	Instruktif

	2019
	24,174,311,734.71 
	633,110,020,750.00 
	3.8%
	Instruktif
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	2020
	26,590,701,906.69 
	615,424,803,329.00 
	4.3%
	Instruktif


Sumber : LRA BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Data diolah)
Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memperoleh nilai masing-masing rasio dari Tahun 2017 sebesar 4.0%, Tahun 2018 sebesar 2,5%, Tahun 2019 sebesar 3,8% dan Tahun 2020 sebesar 4.3% dengan pola hubungan Instruktif. Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka akan tampak sebagai berikut :
Gambar 4.1
Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 


  Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan gambar grafik diatas, menunjukkan hasil perhitungan rasio dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Transfer yang diterima oleh BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-202. Ditemukan bahwa kinerja keuangan selama 4 (empat) tahun ini berada pada pola hubungan yang Instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa 


peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2018 dimana nilai rasio yang diperoleh sebesar 2.5% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4.3%. Sedangkan tahun tahun lainnya yaitu tahun 2017 dan 2019 masing-masing menunjukkan nilai sebesar 4.0% dan 3.8%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi) masih sangat tinggi.
2. Rasio Efisiensi
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :



Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
[image: ]
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Ringkasan hasil perhitunga Rasio Efisiensi pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efisiensi pada BPKAD 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020
	Tahun Anggaran
	Biaya Pemungutan PAD (Rp)
	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)
	Rasio Efisiensi
(%)
	Kriteria

	2017
	Rp. 618,764,387
	26,321,609,551.80 
	 0,0235 = 2,35%
	Sangat Efisien

	2018
	Rp. 715,782,857
	16,425,467,982.94 
	0,0430 = 4,30%
	Sangat Efisien

	2019
	Rp. 579,937,457 
	24,174,311,734.71 
	0,0239 = 2,39%
	Sangat Efisien

	2020
	Rp. 401.232.155
	26,590,701,906.69
	0,0151 = 1,51%
	Sangat Efisien


Sumber : LRA BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
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Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memperoleh nilai masing-masing 


rasio dari Tahun 2017 sebesar 2,35%Tahun 2018 sebesar 4,30%Tahun 2019 sebesar 2,39%dan Tahun 2020 sebesar 1,51% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong dalam kriteria Sangat Efektif. Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka akan tampak sebagai berikut :

Gambar 4.2
Grafik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKAD 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 













  Sumber : Data diolah
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Berdasarkan gambar grafik diatas, menunjukkan hasil perhitungan rasio dengan membandingkan Biaya pemungutan PAD dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-202. Ditemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 4 (empat) tahun ini termasuk dalam kategori sangat efisien. Hasil olah data menggambarkan tingkatan pencapaian penerapan sesuatu aktivitas ataupun prestasi yang dicapai oleh pemerintah dengan mengukur 


input yang digunakan dan menyamakan dengan output yang dihasilkan yang membutuhkan informasi- informasi realisasi belanja serta realisasi pemasukan.
3. Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.
Rasio Efektivitas 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Target Penerimaan PAD Pendapatan
=
X
100%



Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
[image: ]


[image: ]

[image: ]


[image: ]
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Ringkasan hasil perhitunga Rasio Efisiensi pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas pada BPKAD 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020
	Tahun Anggaran
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
	Target Penerimaan PAD (Rp)
	Rasio Efektivitas
(%)
	Kriteria

	2017
	26,321,609,551.80 
	27,616,902,853.92 
	95.3%
	Efektif

	2018
	16,425,467,982.94 
	16,229,687,927.22 
	101%
	Sangat Efektif

	2019
	24,174,311,734.71 
	21,107,712,880.00 
	114%
	Sangat efektif

	2020
	26,590,701,906.69 
	27,736,023,829.11 
	96%
	Efektif


Sumber : LRA BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Efektivitas pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memperoleh nilai masing-masing rasio dari Tahun 2017 sebesar 9.53%, Tahun 2018 sebesar 101% Tahun 2019 sebesar 114% dan Tahun 2020 sebesar 9.6%. Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka akan tampak sebagai berikut :
Gambar 4.1
Grafik Rasio Efektivitas pada BPKAD 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
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Sumber : Data diolah

Berdasarkan gambar grafik diatas, menunjukkan hasil perhitungan rasio dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditentukan oleh BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-202. Ditemukan bahwa kinerja keuangan selama 4 (empat) tahun ini berada dalam skala efektif sampai sangat efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dapat dikategorikan sangat baik karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Nilai rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun Tahun 2018 sebesar 101% dan Tahun 2019 sebesar 114%. Sementara Tahun 2017 memperoleh nilai rasio sebesar 9.53% sedangkan Tahun 2020 berada pada angka 9.6% dengan kategori efektif.
4.4. Pembahasan
4.3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
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Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan. Untuk melihat gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan, 


perlu adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Pegukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari Pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018).
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan penghitungan rasio yang didasarkan pada perbandingan antara jumlah PAD dengan total dana transfer yang mencakup bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pinjaman (Rante, et.al., 2018) Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan atas pengeluaran maupun belanja akan diindentisikasi melalui besarnya kontribusi PAD terhadap sumber dana dari pihak eksternal pemerintah daerah. 
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Dari hasil perhitungan terhadap Rasio Kemandirian dengan mengambil data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka ditemukan hasilnya bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2017-2020 berada di bawah 25% atau dalam kategori rendah. Sehingga menunjukkan pola hubungan yang terbentuk adalah Instruktif. Hal ini terlihat dari pendapatan transfer yang diterima dari Pemerintah Provinsi mapun Pemerintah Pusat jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi. Rasio kemandirian paling rendah ada pada tahun 2018 sebesar 2,5%. Hal ini diakibatkan karena Pendapatan Asli Daerah yang diterima mengalami penurunan sebesar 1.5% dari tahun sebelumnya. PAD yang terealisasi hanya sebesar Rp 16,425,467,982.94 sangat jauh dari jumlah Bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi 


serta Pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Rp. 653,612,188,941.00. 
Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian menunjukan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat terkadang mengalami kenaikan seperti pada tahun 2017 naik dari Rp. 653,612,188,941 menjadi sebesar Rp 667,364,153,320 pada Tahun 2018, kemudian mengalami penurunan pendapatan transfer pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 633,110,020,750 kondisi ini berlangsung sampai tahun 2020 penerimaan transfer semakin turun menjadi sebesar Rp 615,424,803,329. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Namun, jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah yang berhasil terealisasi sangat kecil jika dibandingkan dengan bantun maupun pendapatan dari pihak eksteren maka kemampuan keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 
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Jadi Kemandirian Keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana 


ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD yang merupakan sektor potensial. 
Banyak penelitian terdahulu yang menampilkan kondisi kemandirian Pemerintah Daerah yang masih dalam pola hubungan Instruktif, seperti penelitian Sri Widada (2012) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2006-2010 jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong rendah sekali atau Instruktif. Rata-rata rasionya sebesar 4,95%. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Blora pada penelitian ini dimana rata-rata rasionya sebesar 7,17% dan Kinerja Keuangannya tergolong Instruktif. Menurut Sri Widada penyebab terjadinya kinerja keuangan yang rendah sekali tersebut hamper sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.
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Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Intan marlia (2019) temuan risetnya menunjukan bahwa, rasio kemandirian dirata-rata kemampuan keuangan pemerintah daerah provinsi lampung sangat tingi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif, rasio efektifitas pemerintah daerah provinsi lampung cukup efektif, rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi lampung masih kurang efisien, rasio belanja pembangunan kabupateen lampung 55,7% yang berarti bahwa pelayanan public yang dilakukan pemerintah provinsi lampung.
4.3.2. Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Rasio perbandingan dapat di kategorikan efisien apabila rasio yang di capai kurang dar 1 (satu) atau di bawah 100% semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim,2007).
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Sebagaimana Mahmudi (2011) menegaskan bahwa pengukuran tingkatan efisiensi ini buat mengenali seberapa besar efisiensi dari penerapan suatu efektifitas dengan mengukur input yang digunakan dan menyamakan dengan output yang dihasilkan yang membutuhkan informasi- informasi realisasi belanja serta realisasi pemasukan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatannya efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai target yang ditetapkan, namun ternyata biaya 


untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari capaian pendapatannya, maka itu menjadi hal yang sia-sia.
Dari hasil perhitungan terhadap Rasio efisiensi dengan mengambil data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka ditemukan bahwa Rasio efisiensi tahun 2017-2020 berada di bawah 60% atau dalam kategori sangat efisien. 
Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.26.321.609.551,80. Dalam aktivitas ini pemerintah telah menggelontorkan biaya pemungutan sebesar Rp.618.764.387. Biaya ini pemungutan PAD ini disajikan sebagai Belanja Langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran. Biaya yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikategorikan kedalam beberapa akun yang dikategorikan sebagai belanja barang dan jasa yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp. 382.804.737, Pemutakhiran Data subjek dan objek pajak PBB sebesar Rp.168.319.050 dan Analisis dan Penyempurnaan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 67.640.600. Sehingga dari hasil analisis rasio efektivitas pada tahun 2017 diperoleh nilai sebesar 2,25% sehingga kinerja pemerintah dikategorikan sangat efisien dalam mengelola sumber daya yang ada.
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Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 16425467982.94. Jumlah ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. PAD yang dapat direalisasi mengalami penuruan namun biaya pemungutannya justru mengalami 


peningkatan. Dalam aktivitas ini Pemerintah Daerah telah membelanjakan dana pemungutan PAD sebesar Rp.715.782.857. Peningkatan biaya pemungutan PAD ini disebabkan karena dana yang digunakan untuk aktivitas Pemutakhiran Data subjek dan objek pajak PBB meningkat menjadi sebesar Rp.203.940.100. Selain itu ada penambahan biaya berupa Peningkatan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.51.745.400 dan biaya Optimalisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.84.100.000. Meskipun terjadi penurunan PAD yang terealisasi serta meningkatnya biaya pemungutan PAD, kinerja pemerintah daerah masih dalam kategori sangat efisien yaitu 4,30%.
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Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 24.174.311.734,71. begitupun denga biaya pemungutan yang digelontorkan oleh pemerintah daerah lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.579.937.457. Peningkatan PAD disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah khususnya pada item pendapatan Lain-lain yang sah seperti Pendapatan Bunga Deposito yang meningkat cukup signifikan sebesar Rp.3.413.120.329. Selain itu, juga terjadi peningkatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendaharawan sebesar Rp.4.091.540.886,83. Sementara untuk biaya pemungutan PAD pada tahun ini hanyalah mengalami penurunan yang disebabkan karena pengeluaran hanya pada biaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp. 497.846.557, serta biaya Pemutakhiran Data subjek dan objek pajak PBB sebesar Rp.250.795.900, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hasil analisis 


rasio efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah daerah masih dalam kategor Sangat Efisien sebesar 2,39%.
Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 26.590.701.906,69. Hal ini menunjukkan peningkatan meskipun tidak seignifikan. Dalam aktivitas ini pemerintah telah menggelontorkan biaya pemungutan sebesar Rp.401.232.155. Artinya bahwa biaya ini pemungutan PAD semakin kecil sementara PAD semakin meningkat. Penurunan biaya ini disebabkan tidak adanya lagi biaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah serta biaya Pemutakhiran Data subjek dan objek pajak PBB. Biaya pemugutan PAD pada tahun 2020 hanyalah biaya untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp.401.232.155 sehingga dari hasil analisis rasio efektivitas diperoleh nilai sebesar 1,51% sehingga kinerja pemerintah dikategorikan sangat efisien dalam mengelola sumber daya yang ada.
4.3.3. Rasio Efektivitas
Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kempuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Efektivitas dapat dikatakan sebagai produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan.
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Dari hasil perhitungan terhadap Rasio efisiensi dengan mengambil data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan hasil perhitungan rasio dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-202. Ditemukan bahwa kinerja keuangan selama 4 (empat) tahun ini berada dalam skala efektif sampai sangat efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dapat dikategorikan sangat baik karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Nilai rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun Tahun 2018 sebesar 101% dan Tahun 2019 sebesar 114%. Sementara Tahun 2017 memperoleh nilai rasio sebesar 9.53% sedangkan Tahun 2020 berada pada angka 9.6% dengan kategori efektif.
Pada Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan target penerimaan PAD sebesar Rp. 27,616,902,853.92. Target ini hampir sama dengan target pada tahun 2020 yaitu sebesar 27,736,023,829.11. sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima itu berkisar pada 9,5 % dari target yang telah ditentukan yaitu Rp. 26,321,609,551.80. Penentuan target ini dengan memperimbangkan aspek-aspek potensial yang ada di daerah. Sementara ditahun 2018 dan 2019 Rasio efektivitas berasa pada krteria sangat efektif meskipun target dan realisasi PAD mengalami penurunan yaitu Rp. 16,425,467,982.94 begitupun tahun 2019 rasio menjadi 114% dengan total PAD yang diterima adalah Rp. 24,174,311,734.71.
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Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya target realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realiasasi atas pendapatan daerah cenderung berfluktuasi.








57








58

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara penelitian yang diukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian tahun 2017-2020 dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. 
2. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi tahun 2017-2020 dapat disimpulkan, bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 4,30%-1,51% sehingga kinerja pemerintah berada pada kategori sangat efisien.
3. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2017-2020 nampak bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 9,5% sampai 114%. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dapat dikategorikan sangat baik karena penerimaan 
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dari sektor pajak dan retribusi daerah hampir sama dengan anggaran yang telah ditetapkan.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir. 
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.












59




DAFTAR PUSTAKA

Baldric. M. 2016, Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemrintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Emba, Vol.5 No.2 
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta
Faud, M. Ramli. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
Halim A. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi
Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
Julita. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. \

Imanuel Pangkey, Sherly Pinatik . 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Mahmudi. Edisi Ketiga. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jogjakarta: UPP STIM YKPN

Mahsun, Mohammad. Edisi Ketiga, 2016. Akutansi Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE, Anggota IKAPI No. 008

Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh. 2016. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI)

Muryanti, Kiky. 2017. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011 - 2015. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

60

Rampengan, Melania., Grace B. Nangoi., dan Manossoh, Hendrik. 2016. Analisis
Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi: Manado

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
www.scribd.com/doc/209822233.Sarjanaku.com.2011.MetodeDokumentasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, Jakarta.

Untari, Rusita. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebgaiamana telah diuabah dengan Udang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang 2005 Nomor 108.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah












[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]












[image: ]
[image: ]
[image: ]




[image: ]



[image: ]




[image: ]




[image: ]




[image: ]
PAD	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	26321609551.8	16425467982.94	24174311734.71	26590701906.69	Pendapatan Transfer	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	653612188941	6.6736415332E+11	6.3311002075E+11	615424803329	
Biaya Pemungutan PAD	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	618764387	715782857	579937457	0.0	PAD	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	26321609551.8	16425467982.94	24174311734.71	26590701906.69	
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	26321609551.8	16425467982.94	24174311734.71	26590701906.69	Target Penerimaan PAD 	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	27616902853.92	16229687927.22	2.110771288E+10	27736023829.11	

image10.jpeg
Lampiran 1.2 Peraturan Daerah

Nomor : 2 Tahun 2019
Tanggal : 19 July 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Unit Organisas! 14.04.01 Badan Pengelola Keuangan Daerah
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
URATAN ANGGARAN SETELAH REALISAST (Rp) (%)
PERUBAHAN
2 3 | 4 5=4-3 _] 6 7
4.04.4.04.01.00.00.00.4 PENDAPATAN 704.446.564.858,22 | 689.017.220.587,94 | (15.429.344.270,28)| 97,81
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.318.687.927,22 11.429.347.267,94 110659.340,72 | 10098
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.567.376.262,22 4.492.953.023,00 (74.423.23922)| 98,37 s;:“atur;sgaerm No.02
un
Peraturan Daerah No. 02
Tahun 2012
Peraturan Daerah No. 09
Tahun 2012
Peraturan Daerah No. 01
Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1.3 Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 886.839.194,00 886.839.194,00 000 | 100,00
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asii Daerah yang Sah 5.864.472.471,00 6.049.555.050,94 185.082.579,94 | 103,16 | SK Bupati Nomor 143 Tahun
H i : = - 2015
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2 DANA PERIMBANGAN 5523529243770 | 5402815104300 | (12071.414.234,00)
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 16.060.995.377,00 14.520.484.544,00 (1540.510.833,00)[ 90,41 | PMK Nomor 103 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum 384.772.383.000,00 |  384.772.383.000,00 0,00 | 100,00 | Peraturan Presiden No. 107
Tahun 2017
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 151.519.546.000,00 | 140.988.642.599,00 |  (10.530.903.401,00)( 9305
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 140.774.952.554,00 | 137.306.363.177,00 97,54
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah 10.981.152.473,00 10.223.720.000,00 93,10 | Peraturan Gubemur Nomor
Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 17.825.513.081,00 15.182.017.177,00 (2643.495.904,00)| 85,17 | Keputusan Gubemur Nomor 64
Daerah Lainnya Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 110.968.287.000,00 |  110.968.287.000,00 0,00 | 100,00 | Peraturan Presiden No. 107
Tahun 2017
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 1.000.000.000,00 932.339.000,00 (67.661.000,00)| 93,23 | Peraturan Gubemur Nomor 02
Daerah Lainnya 1 Tahun 2018
4.04.4.0401.00.00.00.5 BELANJA 163.724.559.354,73 | 162.579.529.718,00 (1.145.020636,73)| 9930
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4.04.4.04.01.00.17.41.5.2.

Belanja Barang dan Jasa

a
ODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
¢
URAIAN DAS,
REKENING ANGGARAN SETELAH REALISAST
PERUBAHAN EA (Re) (36)
1 2 3 j 4 5-4-3 s |
404 .4.04.01.00.06.07 Rekonsiliasi Realisasi BMD Tiap Triwulan Tahun 12.989.100,00 9.901.000,00 (3.088.100,00) [ 76,23
404.4.04.01.00.06.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.989.100,00 9.901.000,00 (3.088.100,00) [ 76,23
4.04.4.0401.00.17 Program peningkatan dan pengembangan 2.744.472.865,00 2.587.949.039,00 (156.523.826,00)| 94,30
pengelolaan keuangan daerah § S E————
4.04.4.04.01.00.17.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja 133.239.900,00 105.222.100,00 (28.017.800,00) [ 78,97
4.04.4.04.01.00.17.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 133.239.900,00 105.222.100,00 (28.017.800,00) [ 78,97
4.04.4.04.01.00.17.01.5.2. Belanja Modal 0,00 000 | 000
4.04.4.04.01.00.17.02 Penyusunan Standar Satuan Harga 99.798. zoo 00 (12.486.500,00) [ 88,88
4.04.4.04.01.00.17.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 99.798.200,00 (12.486.500,00) [ 88,88
4.04.4.04.01.00.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 277.510.600,00 276.000.500,00
4.04.4.04.01.00.17.06.5.2. Belanja Barang dan Jasa 277.510.600,00 | 276.000.500,00
4.04.4.04.01.00.17.09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 263.307.800,00 257.079.772,00
Penjabaran Perubahan APBD R -
4.04.4.04.01.00.17.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 263.307.800,00 | 257.079.772,00
4.04.4.04.01.00.17.11 Penyusunan Rancangan Peraturan KOH tentang 77.451.200,00 77.385.511,00
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | i
4.04.4.04.01.00.17.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa . 77.451.200,00 77.385.511,00 (65.689,00) ps,sz
4.04.4.04.01.00.17.16 Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah 236.916.474,00
4.04.4.04.01.00.17.16.5.2. Belanja Barang dan Jasa ) _ 236.916.474,00 (6.028.29
4.04.4.04.01.00.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber 475:997.357,00% (8.681.943, oo)I
4.04.4.04.01.00.17.19.5.2. Belanja Barang dan Jasa . 37599735700 |
4.04.4.04.01.00.17.20 Verifikasi Dokumen Pergeseran Anggarar, RKA-SKPD 7.680.000,00
& RKAP-SKPD
4.04.4.04.01.00.17.20.5.2. Belanja Barang dan Jasa o _7.680.000,00 B
4.04.4.04.01.00.17.26 Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak PBS o 249.184.200, oo #703940:160,00
4.04.4.04.01.00.17.26.5.2. Belanja Barang dan Jasa _249.184.200/ 99 _203.940.100,00 .
4.04.4.04.01.00.17.37 Penyusunan Pergeseran Anggaran 135 731.800, 0| 135.327.470,00
4.04.4.04.01.00.17.37.5.2. Belanja Barang dan Jasa (135.731.800,00 | 135.327.470,00 |
4.04.4.04.01.00.17 .40 Penilaian, penjualan dan penghapusan BMD o _ 280.117.50000 | (O ;7707200 00)
4.04.4.04.01.00.17.40.5.2. Belanja Barang dan Jasa __289.687.700,00 __ 280.117.500,00 (9-570.200,00)
4,04.4.04.01.00.17 .41 Peningkatan pengelolaan dana perimbangan 88.176.900,00 72081 100.0)* (16.095.80C
88.176.900,00 72.081.100,00 (16.095.800,00)
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JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN
ANGGARAN SETELAH REALISAST %!
PERUBAHAN &) L %)
2 3 5=4-3 6
Peningkatan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas 56.550.000,00 (4.804.600,00)| 9150
Tanah dan Bangunan (BPHTB) OO |, < o PEEEE S S0 oS T
Belanja Barang dan Jasa 56.550.000,00 __ (4.804.600,00) 91,50
Optimalisasi pendapatan retribusi daeran 86.585.200,00 _ (2.485.200,00) 9713
Belanja Barang dan Jasa 86.585.200,00 . g;.gqs.zoo,oo) 97,13
Penatausahaan dan pelaporan sistem informasi 99.945.000,00 (170.400,00) 99,83
keuangan daerah i
Belanja Barang dan Jasa 99.945.000,00 ~(170400,00)| 9983
Penelitian dan kelengkapan dokumen dan 237.693.400,00 ~ (12.910.445,00) 94,57
argemi, e T
Belanja Barang dan Jasa 237.693.400,00 224.782.955,00 (12.910.445400)4 94,57
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 79.352.400,00 64.764.400,00 (14.588.000,00) 81,62
keuangan desa — . =
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan APB 79.352.400,00 64.764.400,00 (14.588.000,00) 81,62
Belanja Barang dan Jasa 79.352.400,00 64.764.400,00 | (14.588.000,00) | 81,62
SURPLUS / (DEFISIT) 540.722.005.503,49 526.437.690.869,94 | (14.284.314.633,55) 97,36
PEMBIAYAAN DAERAH N .
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.495.455.980,84 13;4951392.472,84 T (63.508,00) 100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 13.495.455.980,84 13.495.392.472,84 (63.508,00) 100,00
Sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO 13.495.455.980,84 13.495.392.472,84 (63508,00_)_] 100,00
==
BOROKO, 19 Ju
BUPATI
DEPRI PON
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KODE JUMLAH (Rp) -J BERTAMBAH / (BERKURANG)
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN
1 —| 2 3 4 5=4-3 6
4.04.4.04.01.01.17.09.5.2.1 Belanja Pegawai 78.500.000,00 73.000.000,00 (5.500.000,00)[ 92,99
4.04.4.04.01.01.17.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 176.583.240,00 174.816.150,00 99,00
4.04.4.04.01.01.17 .11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 251 784.271,00 237.948.700,00 9450
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED | T~ T | o
4.04.4.04.01.01.17.11.5.2.1 Belanja Pegawai 79.500.000,00 79.500.000,00 0,00 100,00
404.40401.01.17.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.284.271,00 158.448.700,00 (13.835.571,00)| 91,97
4.04.4.04.01.01.17.14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan 336.360.490,00 315.575.200,00 (20.785.290,00) | 93582 |
Keuangan psersh | T -
4.04.4.04.01.01.17.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .?3767.36051790 00 . 73175 575.290,00
4.04.4.04.01.01.17.16 Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah 259.082.125,00 239.445.951,00 a 174,00)
4.04.4.04.01.01.17.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 219.082.125,00 199.545.951,00 (19.536.174,00) 91,08
4.04.4.04.01.01.17.16.5.2.3 Belanja Modal 40.000.000,00 . 7379.7900.(_)00,00 (100000 00) ~ 9?,7?_
4.04.4.04.01.01.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber i}sl.&pﬂ.'f.ﬂ,ﬁ) 9?,@ ]
Pendapatan Daerah ) )
4.04.4.04.01.01.17.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38»278!)47377,00 . 9?,@
4.04.4.04.01.01.17.20 Verifikasi Dokumen Pergeseran Anggaran, RKA-SKPD 231.139.200,00 99,76
% Sl sl
4.04.4.04.01.01.17.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 231.139.200,00
4.04.4.04.01.01.17.23 Workshop Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD/Konsolidasian
4.04.4.04.01.01.17.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.04.4.04.01.01.17.26 Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak PBB
4.04.4.04.01.01.17.26.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.04.4.04.01.01.17.28 Bimbingan Teknis BMD
4.04.4.04.01.01.17.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.04.4.04.01.01.17.29 Peningkatan Sistem Pencatatan, Pengikhtisaran dan
Pelaporan Transaksi
4.04.4.04.01.01.17.29.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.116.375,00
4.04.4.04.01.01.17.29.5.2.3 Belanja Modal . 34.902.000,00
4.04.4.04.01.01.17.30 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang )
Pengelolaan Barang Milik Daerah T
4.04.4.04.01.01.17.30.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 0,00
4.04.4.04.01.01.17.30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.525.000,00 46.166.000,00
404.40401.01.17.34 Analisis dan Penyempumaan Niai Jual Objek Pajak 67.810.000,00 1r67.640.600,00|
Bumi dan Eangunan 777777777777777777777
4.04.4.04.01.01.17.34.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.810.000,00 67.640.600,00
SR (-
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KODE JUMLAH (Rp) T~ BERTAMBAH / (BERKURANG)
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISAST (Rp)
PERUBAHAN |
= s 2 3 4 5=4-3
404.404.01.01.17.37 Penyusunan Pergeseran Anggaran oo | see1swon | (1620352500
.17.37. & Belanja Pegawai 99.000.000,00 85.000.000,00 (14.00&000.00)
.17.37.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.815.025,00 3611.50000 | (2.203.525,00)
4.04.4.04.01.01.17.39 Pemutakhiran data BMD 117.593.109,00 116.272.350,00 . (1.320.759,00)
4.04.4.04.01.01.17.39. o2 Belanja Barang dan Jasa 117.593.109,00 116.272.350,00 . (1.320.759,00)
404.4.04.01.01.17.40 Penilaian, penjualan dan penghapusan BMD 389.644.475,00 388.400.50000 | (1.243.975,00)
404.404.01.01.17.40.5.2.1 Belanja Pegawai " 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00
4.04.4.04.01.01.17.40. .2 Belanja Barang dan Jasa 321.644.475,00 320.400.500,00 L (1.243.975,00)
404.4.04.01.01.17.41 Peningkatan pengelolaan dana perimbangan 116.619.020,00 10175452000 | (14.864.500,00)
4.04.4.04.01.01.17.41. W2 Belanja Barang dan Jasa 116.619.020,00 . 10;.7;4.5;0,@ . 7(14-864-500.00)
4.04.4.04.01.01.17 .42 Evaluasi kinerja pelaporan keuangan pemerintah 0,00 000 | 0,00
daerah (unaudited) = R
4.04.4.04.01.01.17.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 000 | o 0,00
4.04.4.04.01.01.17.44 Peningkatan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas 2281607500 | 1069280000 | (12.123.275,00)
Tanah dan Bangunan (BPH"?) [ . R
4.04.4.04.01.01.17.44.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2281607500 ~ 10.692.800,00 | (12.123.275,00)
4.04.4.04.01.01.17.45 Optimalisasi pendapatan retribusi daeran . 87.025.00000 | 485.767:800,0  (1.257.20000)
4.04.4.04.01.01.17.45.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.025.000,00 8576780000 | (1.257.200,00)
4.04.4.04.01.01.17.46 Peningkatan pemahaman standar akuntansi 210.540.000,00 181.725.200,00 (28.814.800,00)
pemerintahan : S i
4.04.4.04.01.01.17.46.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21054000000 | 18172520000 f (28.814.800,00)
4.04.4.04.01.01.17.47 Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi 44.579.500,00
404.4.04.01.01.17.47.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 44579.500,00 |
4.04.4.04.01.01.17.48 Penatausahaan dan pelaporan sistem informasi | 100.366.000,00
keuangan daerah 0 |
4.04.4.04.01.01.17.48. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.366.000,00
4.04.4.04.01.01.17.49 saablfkaﬁpengembanganmuruperbmdammﬂ R o,qo i
404.4.0401.01.17.49.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 0,00 0,00 0,00
4.04.4.0401.01.17.50 Peneliban dan kelengkapan dokumendon | .926.200,00 | 974.350,00)
ibh pembayaran S -
.04.4.04.01.01.17.50.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.926.200,00 59.951.850,00 (39.974.350,00)
4.04.4.04.
04.4.04.01.01.19 Program pembinaan dan fasilitas! pengelolaan 168.008.300,00 93.257.882,00 (74.750.418,00)
keuangan desa |__

—
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Lampiran 1.2 Peraturan Daerah
Nomor : 02 Tahun 2018

Tanggal : 28 September 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
ORGANISASI,

RINCIAN LAPORAN REALISAST ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

P)
4.04 Keuangan
4.04.01 Badan Pengelola Keuangan Daerah
4.04.01.01 Badan Pengelola Keuangan Daerah
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
K
REKENING URATAN ANGGARAN SETELAH REALISAST ") (%) DASAR HUKUM
PERUBAHAN i
1 2 3 _J 4 5-4-3 6 7
4.04.4.04.01.01.00.00.4 PENDAPATAN 13.008.386.546,92 12.343.658.356,80 T (664.728.190,12)| 9489
4.04.4.04.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 13.008.3‘86,546,9? ] 12.341555.356,54! 94,89
4.04.4.04.01.01.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.364.900.000,00 4.716.365.005,00 108,05 | Peaturan Daeroh o 7]
un
Peraturan Daerah No. 09
Tahun 2012
Daerah No. 01
Tahun 2011
4.04.4.04.01.01.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 595.782.304,00 565.464.506,00 (30317.798,00)| 9491
4.04.4.04.01.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.047.704.242,92 7.061.828.845,80 (985.875.397,12)| 87,75 | SKBupati Nomor 143 Tahun
2015
4.04.4.04.01.01.00.00.5 BELANJA 15.981.265.190,00 14380873737,00 | (1600391.453,00)| 8999
4.04.4.04.01.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 651545013700 | 6.501.537.017,00 | | (1391312000 9979
4.04.4.04.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 6.515.450.137,00 6.501.537.017,00 (1391312000 99,79
4.04.4.04.01.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 9.465.815.053,00 7.879.336.720,00 (1.586.478.333,00)| 8324
4.04.4.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.785.078.134,00 2.721.370.285,00 (1.063.707.849,00) [ 71,90
4.04.4.04.01.01.01.01 Penyediaan jesa surat menyurat 18.750.000,00  9.978.000,00 ©77200000| 5322
4.04.4.04.01.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 9.978.000,00 (8772.00000)[ 53,22
4.04.4.04.01.01.01.02 Penyedisan jasa komunikas, sumber daya air dan 1.319.790.209,00 1.286.898.878,00 (32891.331,00)| 97,51
4.04.4.04.01.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1319.790.209,00 1.286.898.878,00 (289133100 9751
4.04.4.04.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 8.500.000,00 5.203.800,00 (3.296.20000)| 61,22
kendaraan dinas/operasional Wi
4.04.4.04.01.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 5.203.800,00 (3.296.20000)| 61,22
4.04.4.0401.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.146.800.000,00 329.081.988,00 (817.718.012,00)| 28,70
Halama

—
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Lampiran L.2 Peraturan Daerah
Nomor @ S Tahun 2021
Tanggal : 9 August 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
‘ RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
14,04 Badan Pengelola Keuangan Daerzh

JUMLAH (Rp) AMBAH / (BERKURANG)
KODE
REKENING URATAN ANGGARAN SETELAH (Re) (%) DASAR HUVIRY
o PERUBAHAN {
1 2 3 4 s=4-3 | & 7
—- — -1
4.04.4.04.01.00.00.00.4 PENDAPATAN 652914.549.125,11 | 6A0.156.960730,50 |  (12755.588.39461)| 98,05
4.04.404.01.00.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1583520782511 | 13.394.037.401,50 @aa117042361)| 8458
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajok Daerah 4.054.458.017,00 4.178.550.717,00 124.092.700,00 | 103,06 | Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011
4.04.4.0401.00.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 596.478.408,00 596.478.408,00 000 | 100,00
4.04.404.01.00.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asl Daerah yang Sah 11.184.271.400,11 8:619.008.276,50 (2:565.263.123,61)| 77,06 | SK Bupati Nomor 143 Tahun
2015
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2 DANA PERIMBANGAN | 4939719790000 |  485.682851.41900 | (8289.127.581.00)| 98,32
4.04.40401.00.00.00.4.2.1 Bagi Hasl Pajak/Bagi Hasi Bukan Pajak 11925779.00000 | 11.891.784.346,00 (33.994.654,00)| 99,71 | PMK Nomor 35 Tahun 2020
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum 354.425.767.000,00 | 353.070.985.000,00 (135478200000 | 99,62
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Knusus 127.620.433.000,00 | 120.720.082.073,00 (6.900350.927,00)| 94,59
4.04.4.0401.00.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 143.107.36230000 |  141.082.071.910,00 (202520300 9858
4.04.40401.00.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah 1156161083800 | 11.340.120.000,00 (221.490838,00)| 98,08 | Peraturan Gubemur Nomor
Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 11.042.373.462,00 9.238.573.910,00 (180379955200 | 83,66
Daerah Lainnya
4.04.4.0401.00.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 119.703.378.000,00 |  119.703.378.000,00 000 | 100,00 | PMK Nomor 87 Tahun 2020
PMK Nomor 35 Tahun 2020
4.04.40401.00.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 800.000.000,00 800.000.000,00 000 | 10000
Daerah Lainnya |
4.04.4.04.01.00.00.00. BELANJA 155.394.293.988,14 |  153.853.287.383,00 (1.541.006.605,14)| 99,01
4.04.40401.00.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 148.865.995.188,14 | 147.605.992.835,00 (1260.002353,14)| 99,15
4.04.4.0401.00.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 7.354.743.952,00 7.305.447.671,00 (49296.281,00)| 99,33
LAMPIRAN L2 PERDA PERTANGGUNGIAWABAN -

RINCIAN LAPORAN REALISAST ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANIA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 1





image7.jpeg
KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
DAS
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN
1 2 3 4 5=4-3 6
4.04.4.04.01.00.17.48 Penatausahaan dan pelaporan sistem informasi 1— 106.100.400,00 103.506.000,00 (2:594.400,00)| 97,55
keuangan daerah
4.04.4.04.01.00.17.48.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.100.400,00 103.506.000,00 (2594.400,00) | 97.55
4.04 .4.04.01.00.17 .50 Penelitian dan kelengkapan dokumen dan 45.605.650,00 42.792.000,00 (2.813.650,00) 93,83
pelaksanaan pembayaran
4.04.4.04.01.00.17.50.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 45.605.65000 4279200000 | (281365000)| 9383
4.04.4.04.01.00.17.51 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 177.507.900,00 171.164.200,00 ~ (6:343.700,00) 96,43
Perubahan APBD
4.04.4.04.01.00.17.51.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 177.507.900,00 171.164.200,00 (6.343.70000)| 96,43
4.04.4.04.01.00.17.52 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 34.285.000,00 | 34.266.300,00 99,95
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED B
4.04.4.04.01.00.17.52.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 34.285.000,00 34.266.300,00 99,95
4.04.4.04.01.00.17.53 Penatausahaan SPD | 38.254.900,00 33.329.000,00 87,03
4.04.4.04.01.00.17.53.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.294.900,00 33.329.000,00 87,03
4.04.4.04.01.00.17.54 Penatausahaan keuangan SKPKD . 0,00 s 00
4.04.4.04.01.00.17.54.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa o 0,00 0,00
4.04.4.04.01.00.17.56 Penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi [ 0,00 0,00
\pemerintah daerah o B
4.04.4.04.01.00.17.56.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00
4.04.4.04.01.00.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 64.708.000,00 89,18
keuangan desa 5 =
4.04.4.04.01.00.19.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan APS 64.708.000,00 A 89,18
4.04.4.04.01.00.19.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.708.000,00 \/ (7.001.736,00) aq,m_l
4.04.4.04.01.00.20 Program pengelolaan pendapatan daerah 480.382.900,00 (79.150.745,00) | 83,52
4.04.4.04.01.00.20.01 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 272.164.200,00 | 93,12
\pendapatan daerah o - =i
4.04.4.04.01.00.20.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 272.164.200,00 93,12
4.04.4.0401.00.20.02 Sosialsasi peraturan daerah tentang pajak dan 72.055.200,00 3428
retribusi daerah - = | 348
4.04.4.04.01.00.20.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa i 72.055.200,00 34,28
4.04.4.04.01.00.20.03 Pemutakhiran data subjek pajak dan objek pajak )| 136.163.500,00 (13.056.39500) | 90,41
404.40401.00.20.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 136.163.500,00 123.107.105,00 (13.056395,00) | 90,41
SURPLUS / (DEFISIT) | 497.520.255.136,97 486.305.673.347,50 (11.214.581.78947) | 97,75
4.04.4.04.01.00.00.00.6 PEMBIAYAAN DAERAH
4.04.4.04.01.00.00.00.6.1 PENERI! 1
MAAN PEMBIAYAAN DAERAH 37.563.584.967,95 37.563.584.967,95. . 0,00 | 100,00
LAMPIRAN 1.2 PERDA PERTANGGUNGIAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISAST ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

g £
[Py P

e

e ——

e rP o ——————

SETE—————




image8.jpeg
Lampiran 1.2 Rancangan Peraturan Daerah

Nomor Tahun 2019
Tanggal
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019 .
) Urusan Pemenntahan Fungsi Penunjang
14.04 Keuangan
4.04. Badan Pengelola Keuangan Daerah
id JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
EALISAST %!
| PERUBAHAN o #0 o)

L 1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.04.4.04.01.00.00.00.4 PENDAPATAN 666.682.174.580,00 |  653.946.090.200,03 (12.736.084.379,97)| 98,09
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.495.235.882,00 14.982.229.450,03 4.486.993.568,03 | 142,75
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.571.000.000,00 5.046.841.686,46 475.841.686,46 | 11041 | Peraturan Daerah No. 02

i Tahun 2012

Peraturan Daerah No. 02

Tahun 2012

Peraturan Daerah No. 09

Tahun 2012

Peraturan Daerah No. 01

Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.055.651.225,00 1:055.651.225,00 0,00 | 10000
4.04.4.04.01.00.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.868.584.657,00 8.879.736.538,57 4011.151.881,57 | 182,39 | SK Bupati Nomor 143 Tahun

s . 3 2015
4.04.4.04.01.00.00.00.4. DDANA PERIMBANGAN 545.347.607.000,00 |  532.804.642.934,00 (12.542.964.066,00)| 97,70 |
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 15 631.613.000.00 13.534.031.441,00 (2.097.581.559,00)| 86,58 | Peraturan Presiden No. 129
g Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum 392.862.066.000,00 | 392.676.997.000,00 (185.069.000,00) [ 99,95
4.04.4.04.01.00.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 136.853.928.000,00 126.593.614.493,00 (10.260.313.507,00)| 9250 |
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 110.839.331.698,00 106.159.217.816,00 (4.680.113.882,00)( 95,78
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah 10.962.539.645,00 5.853.840.000,00 (5.108.699.645,00) [ 53,40 | Peraturan Gubemur Nomor
Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 15.076.008.053,00 15.505.130.816,00 429.122.763,00 | 10285
Daerah Lainnya
4.04.4.04.01.00.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 84.800.784.000,00 84.800.247.000,00 (537.000,00)| 100,00 | Peraturan Presiden No. 129
Tahun 2018

4.04.4.04.01.00.00.00.5 BELANJA 151.826.737.917,78 146.178.361.405,00 (5.648.376512,78) | 96,28
4.04.4.04.01.00.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG | 144.289.172.588,51 139.203.334.404,00 (5.085.838.184,51) 96,48
4.04.4.04.01.00.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 5.898.534.405,00 5.884.368.114.00 | (14.166.291,00)| 99,76
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KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH LISAST DASAR
PERUBAHAN REAI (®e) %)

1 2 3 a 5=4-3 s |
4.04.4.04.01.00.05.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.252.500,00 174.239.742,00 (10012.758,00)| 94557 |
4.04.4.04.01.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem [ 489.472.000,00 465.380.814,00 (24.091.186,00)| 9508

pelaporan capaian kinerja dan keuangan = B . - ) - o
4.04.4.04.01.00.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 58.116.700,00 52.459.251,00  (5:657.449,00)
4.04.4.04.01.00.06.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.116.700,00 52.459.251,00  (5.657.49,00)
4.04.4.04.01.00.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 265.039.500,00 261.982919,00 (3.056.581,00) [ 98¢
4.04.4.04.01.00.06.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.039.500,00 261.982.919,00 (3.056.581,00) [ 98,85
4.04.4.04.01.00.06.06 Rekonsiliasi Realisasi Keuangan dan Aset Tahun 166.315.800,00  150.938.644,00
4.04.4.04.01.00.06.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.315.800,00 150.938.644,00 (537715600 | 9075 |

4.04.4.04.01.00.17 Program peningkatan dan pengembangan 2.852.050.200,00 2.509.069.387,00 (342.980.813,00)| 87,97
pengelolaan keuangan daerah — S o

4.04.4.04.01.00.17.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja 254.690.200,00 249.939.508,00
4.04.4.04.01.00.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 254.690.200,00 249.939.508,00
4.04.4.04.01.00.17 .02 Penyusunan Standar Satuan Harga 122.819.000,00 62.339.398,00
4.04.4.04.01.00.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.819.000,00 62.339.398,00
4.04.4.04.01.00.17.02.5.2.3 Belanja Modal ) R
4.04.4.04.01.00.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 217.822.300,00 216.734.700,00

2 T -
4.04.4.04.01.00.17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 217.822.30000 216.734.700,00
4.04.4.04.01.00.17.14 Sosialisasi Paket Reguiasi tentang Pengelolaan 253.039.300,00 236.902.200,00
4.04.4.04.01.00.17.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .  236.902.200,00
4.04.4.04.01.00.17.16 ‘Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah _ 182:527.901,00
4.04.4.04.01.00.17.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 182.527.901,00 (32.326.199,00) [ 84,95
4.04.4.04.01.00.17.16.5.2.3 Belanja Modal o0 o®) 0,00 } 000
4.04.4.04.01.00.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber (118.777.423,00)| 80,7

Pendapatan Daerah o = &
4.04.4.04.01.00.17.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 497.846.577,00 (118.777.42300)| 80,74
4.04.4.04.01.00.17.26 Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak PBE _ 286.661.000,00 £250.795.900,00" (35.865.10000) | 87,49
4.04.4.04.01.00.17.26.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 236.661.000,00 201.020.900,00 (35.640.100,00)| 84,94
4.04.4.04.01.00.17.26.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.775.000,00 (225.000,00)| 99,55
4.04.4.04.01.00.17.30 Ppenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang  73.201.000,00 50.196.300,00 (23.004.700,00)| 68,57
4.04.4.04.01.00.17.30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.201.000,00 50.196.300,00 (23.004.700,00)| 68,57

|
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